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Apa sebenarnya SPI dan SPIP? 

 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan   (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) 

 SPIP adalah sistem pengendalian intern  (SPI) yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

    (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 
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DASAR HUKUM  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa 
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem 
Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah 
diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
 
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, 
Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan 
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan 
pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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SPIP 

Pemantauan 
Pengendalian  

Intern 

Informasi & 
Komunikasi 

Kegiatan 
Pengendalian 

Penilaian Risiko 

Lingkungan 
Pengendalian 

Identifikasi Risiko 

Sarana Komunikasi 

Manajemen Sistem Informasi 

Pemantauan  Berkelanjutan 
Evaluasi Terpisah 

Tindak Lanjut 

Pembinaan Sumber Daya Manusia 
Pengendalian Pengelolaan Sistem  Informasi 

Pengendalian Fisik atas Aset 
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja 

Pemisahan Fungsi 
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 

Pembatasan Akses atas Sumber Daya 
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern 

Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung 
Jawab 

Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan 
Kepemimpinan yang Kondusif 

Komitmen terhadap Kompetensi 
Penegakan Integritas dan Etika 

Peran APIP yang Efektif 
Hubungan Kerja yang Baik  

Ps. 4 

Ps. 13 

Ps. 18 

Ps. 41 

Ps. 43 

Analisis Risiko 
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SPIP Lingkungan 
Pengendalian 

Kebijakan yang Sehat tentang 
Pembinaan SDM 

Pendelegasian Wewenang dan 
Tanggung Jawab yang Tepat 

Struktur Organisasi yang Sesuai 
Kebutuhan 

Kepemimpinan yang Kondusif 

Komitmen terhadap Kompetensi 

Penegakan Integritas dan Etika 

Peran APIP yang Efektif 

Hubungan Kerja yang Baik  
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SPIP Penilaian 
Risiko 

Identifikasi Risiko 

Analisis Risiko 
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SPIP Kegiatan 
Pengendalian 

Pembinaan Sumber Daya Manusia 
Pengendalian Pengelolaan Sistem 

Informasi 
Pengendalian Fisik atas Aset 

Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran 
Kinerja 

Pemisahan Fungsi 

Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 

Pembatasan Akses atas  Sumber Daya 

Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 

Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian 
Intern 
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SPIP Informasi & 
Komunikasi 

Sarana Komunikasi 

Manajemen Sistem Informasi 
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SPIP 
Pemantauan 
Pengendalian 

Intern 

Pemantauan Berkelanjutan 

Evaluasi Terpisah 

Tindak Lanjut 
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UU 
Pemerintah 
Daerah: 
1. UU 

32/2004 
2. UU 

33/2004 



Tanggung jawab atas Pengendalian 

Pimpinan instansi Pemerintah wajib 
melakukan pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan. (Ps 2 (1) PP 60/2008) 

Pimpinan instansi tidak dapat 
mendelegasikan atau mempercayakan 
tanggung jawab mereka atas risiko dan 
pengendalian. 



Mengapa Perlu Pengendalian? 
Tinggi 

D
A

M
PA

K
 

Rendah 
Rendah PROBABILITAS Tinggi 

13 

Selera Risiko 

Risiko Melekat 

Risiko Residu 



14 



CONTOH ILUSTRASI RISIKO 

TUJUAN:  menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B  
untuk menghadiri rapat pada pukul 9.00 a.m. 



ILUSTRASI RISIKO 
TUJUAN:  menempuh perjalanan  dengan pesawat dari A ke B  untuk 

menghadiri rapat pada pukul 9.00 a.m. 

Gagal  berangkat dari A ke B    Ini hanya kebalikan dari tujuan 

Terlambat dan melewatkan 
rapat 

  Ini adalah pernyataan dampak dari risiko, 
bukan risiko itu sendiri 

Tidak ada makanan dalam 
pesawat sehingga jadi 
kelaparan 

  Ini bukan risiko terhadap pencapaian 
tujuan / tujuannya berbeda 

Ketinggalan pesawat sehingga  
terlambat hadir mengikuti 
rapat 

  Ini adalah risiko, yang dapat dikendalikan 
dengan memastikan masih banyak waktu 
untuk mencapai bandara 

Cuaca buruk membuat pesawat 
tidak dapat berangkat 
mengangkut peserta rapat 

  Ini adalah risiko, yang tidak dapat 
dikendalikan, namun kita dapat membuat 
rencana kontinjensinya. 



   Tindakan yang diperlukan untuk 

mengatasi risiko serta penetapan dan 

pelaksanaan kebijakan dan prosedur 

untuk memastikan bahwa tindakan 

mengatasi risiko telah dilaksanakan 

secara efektif (Penj PP 3c) 
 

 



Kegiatan Pengendalian 
(PP60/2008 Ps 18) 

• Diselenggarakan sesuai dengan ukuran, 
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan. 

• Penyelenggaraan kegiatan pengendalian 
sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai 
berikut: 
o Diutamakan pada kegiatan pokok 
o Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko 
o Disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah 
o Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis 
o Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan 
o Dievaluasi secara teratur. 

 



Psl 18 (3) 

a.Reviu atas 
Kinerja  

b.Pembinaan 
SDM 

c.Pengendalian 
Sistem 

Informasi 
d.Pengendalian 
Fisik atas Aset 

e. Penetapan 
dan Reviu 

Kinerja 
f. Pemisahan 

Fungsi g.Otorisasi h.Pencatatan 

i.Pembatasan 
Akses j.Akuntabilitas k.Dokumentasi 



Daftar Uji A2 

b.  
Pegawai  
dan atasan 
memahami 
tujuan keg. 
pengend. 

c.  
Pengawas 
mereviu 
kegiatan 
pengendalian 

d. 
Atas 
penyimpangan 
diambil 
tindakan dg 
tepat. 

a.  
Kegiatan 
Pengend.  
yg diatur     
di pedoman 
sudah 
diterapkan 
dg tepat 



PENGENDALIAN TINGKAT 
ENTITAS 

• Pengendalian tingkat entitas menunjukkan 
seberapa baik pimpinan instansi pemerintah 
menciptakan lingkungan pengendalian yang 
memotivasi seluruh pegawainya untuk menaati 
kebijakan dan kegiatan pengendalian yang 
ditetapkan. 

• pengendalian tingkat entitas beroperasi untuk 
keseluruhan organisasi. Terkait pelaporan 
keuangan, pengendalian tingkat entitas 
umumnya berhubungan dengan unsur 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 
informasi dan komunikasi, serta pemantauan 
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PENGENDALIAN TINGKAT 
AKTIVITAS 

Pengendalian tingkat aktivitas berkaitan dengan 
transaksi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, 
pengendalian ini sering juga disebut sebagai process 
level control. Pengendalian ini merujuk pada 
kebijakan dan prosedur guna meminimalkan risiko 
khusus terkait dengan transaksi atau kegiatan spesifik. 
Beberapa pengendalian dapat berlaku secara baku 
untuk semua unit kerja di wilayah tertentu. Namun 
tidak tertutup kemungkinan bahwa pengendalian 
lainnya berlaku untuk proses tertentu saja. 
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Persiapan 

Survei 
Pendahuluan 

Menyusun Program 
Kerja 

Pembahasan 
Program Kerja 

Pelaksanaan 

Penjelasan konsep 
penyusunan RTP 

Penyusunan Profil 
Risiko 

Penyusunan RTP 

Pelaporan 

Finalisasi RTP 

TAHAPAN PENYUSUNAN RTP 

Hasil yang diharapkan: Dokumen RTP 

4-5 

1-3 
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Mengidentifikasi 
tujuan dan sasaran 

Persiapan 

Identifikasi tujuan/ 
sasaran 

Validasi hasil 
identifikasi 

tujuan/sasaran 

Konfirmasi tujuan/ 
sasaran 

Merumuskan 
Lingkungan 

Pengendalian yang 
diharapkan 

Persiapan 

Asesmen awal 

Asesmen terhadap 
lingkungan 

pengendalian 

Merumuskan Rencana 
Penguatan Lingkungan 

Pengendalian 

Menilai risiko yang 
dihadapi 

Persiapan 

Pemilihan tujuan 
yang relevan 

Penilaian Risiko 

TAHAP PENYUSUNAN PROFIL RISIKO  
1 2 3 
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Penyusunan RTP 
4 

Mengenali 
pengendalian yang 

ada/ terpasang 

Mengevaluasi 
Pengendalian yang 

ada/ terpasang 

Membahas Celah 
Pengendalian 

Membahas Infokom 
Infrastruktur 

Pengendalian yeng 
dibutuhkan 

RTP 
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TERIMA 
KASIH 

DISAJIKAN OLEH : TUBAGUS SYAH PUTRA, SE, M.Si 
AUDITOR MUDA PADA BPKP PROVINSI SUMATERA 
UTARA 
 
BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA 
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5  MEDAN 
SUMATERA UTARA - INDONESIA 


	PENGENDALIAN DALAM PERSPEKTIF SPIP
	�Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
	���DASAR HUKUM �SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Tanggung jawab atas Pengendalian
	Mengapa Perlu Pengendalian?
	RISIKO
	CONTOH ILUSTRASI RISIKO
	ILUSTRASI RISIKO
	Slide Number 17
	Kegiatan Pengendalian (PP60/2008 Ps 18)
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	PENGENDALIAN TINGKAT ENTITAS
	PENGENDALIAN TINGKAT AKTIVITAS
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Penyusunan RTP
	Slide Number 27

